
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.815, 2017 KEMENDAG. Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi 

Sarana Perdagangan. Dana Tugas Pembantuan. 
Perubahan.  

 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU 

BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI 

DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana 

perdagangan telah terjadi perubahan penugasan 

penerimaan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 terkait dengan 

pengunduran diri, usulan baru, alokasi anggaran dan/atau 

lokasi pasar pada Kabupaten Cirebon, Kota Tual, Kabupaten 

Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo 

Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue, 

Kabupaten Subulussalam, Kabupaten Bireun, Kabupaten 

Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Humbang 

Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Sibolga, 

Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Kuantan Singingi, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan 
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Komering Ulu Timur, Kabupaten Lebong, Kabupaten 

Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar 

Lampung, Kota Cilegon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, 

Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Kendal, 

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten 

Situbondo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, 

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sintang, Kabupaten 

Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota 

Palangkaraya, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Paser, 

Wali Kota Bontang, Kabupaten Minahasa, Kabupaten 

Minahasa Selatan, Kota Baubau, Kabupaten Luwu Timur, 

Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten 

Bantaeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Gowa, Kabupaten Donggala, 

Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, 

Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Konawe Selatan, 

Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, 

Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kabupaten Seram 

Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten 

Buru, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Mimika; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2/2017 tentang 

Penugasan atau Bupati/Wali Kota dalam rangka 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5948); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
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Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan 

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 

melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan 

dan Pengelolaan Sarana Distribusi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1232); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan Gubernur 

atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

yang Didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 368); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 

NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN 

GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI 

SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA 

TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

15/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penugasan Gubernur atau 

Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan 
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